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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Presiden Joko Widodo dalam pengarahan Konvensi Humas Nasional pada 

10 Desember 2018 menegaskan bahwa tenaga humas harus menggunakan teknologi 

kehumasan dengan penggunaan, narasi, dan keputusan konten informasi tetap 

berada dalam otoritasi tenaga humas pemerintah. Sehingga, sumber daya manusia 

memiliki peran sentral dan fundamental yang koheren dengan sumber daya aparatur 

kehumasan pemerintah sebagai poros penyelenggaraan komunikasi publik di 

tengah dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini. Melalui reformasi 

birokrasi diharapkan muncul adanya penyederhanaan birokrasi yang bertumpu pada 

desain jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi sebagai motor 

penggerak birokrasi Indonesia ke depan. Visi Presiden tersebut sangat rasional dan 

berangkat dari kenyataan bahwa, performa birokrasi tidak terlepas dari arus 

pergeseran pola dan budaya kerja dalam ruang masifnya teknologi informasi. 

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya 

pengguna internet yang pada tahun 2000 jumlah pengguna internet baru mencapai 

1,9 juta pengguna, pada tahun 2010 melonjak menjadi 42 juta pengguna, kemudian 

di tahun 2014 mencapai 88,1 juta, pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 143,26 

juta pengguna, dan pada 2019-2020 jumlah pengguna menembus angka 196,71 juta 

dari 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia (Irawan et al., 2020). Sementara itu, 

menurut Chaffey (2020), pergerakan aktivitas netizen dunia dalam satu menit 

mencapai 350 juta cuitan Twitter, 830.000 unggahan Facebook per hari, 620.000 

unggahan Instagram per hari, 78 juta unggahan Wordpress.com, 54 juta pesan 

dikirim melalui WhatsApp, 500 jam video diunggah di YouTube, 294 miliar surat 

elektronik, dan 4,4 juta pencarian Google. Survei We Are Social & Hootsuite 

(2020) mencatat bahwa 5 besar konten sosial media yang paling sering digunakan 

di Indonesia yakni Youtube dengan 88 %, WhatsApp 84 %, Facebook dengan 82 

%, Instagram 79 %, dan Twitter dengan 56 %. Presentase tersebut ditarik dari total 
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jumlah populasi penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 175 juta 

jiwa. 

Dalam ranah kehumasan pemerintah, sumber daya manusia kehumasan dan 

sistem komunikasi publik harus dituntut untuk menyesuaikan perubahan pola 

komunikasi di era kekinian. Sumber daya manusia aparatur pemerintah, khususnya 

Pranata Humas, tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan diseminasi dan 

sosialisasi program dan capaian pemerintah, namun juga terutama sekali memiliki 

kualifikasi untuk mengendalikan derasnya arus informasi dalam ruang siber 

(cyberspace) di era pasca kebenaran (post-truth era). Keberadaan ruang virtual 

seperti media sosial turut mengubah intensitas dan pola relasi komunikasi antara 

pemerintah dengan warga negaranya. Bertot & Jaeger (2010) dalam (Graham & 

Avery, 2013) mengungkapkan bahwa media sosial dapat meningkatkan interaksi 

antara pemerintah dan publik, dan menjangkau populasi yang tidak mengonsumsi 

media tradisional sesering lainnya.  

Namun, di samping mampu menggugurkan sekat-sekat komunikasi yang 

kaku antara pemerintah dan warga negara, media sosial memiliki sisi lain. Newman, 

N dan Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos (2018) dalam Reuters Institute 

Digital News Report 2017 mencatat bahwa hoaks 92,4% berasal dari media sosial. 

Lalu, Reuters Institute juga mencatat bahwa hanya 24% Informan dalam survei 

yang dilakukan, berpikir bahwa media sosial melakukan kerja bagus dalam 

memisahkan antara fakta dan fiksi. Sementara media berita, persentasenya lebih 

tinggi yakni mencapai 40%. Data kualitatif Reuters Institute dalam Digital News 

Report juga menunjukkan bahwa pengguna merasa bahwa kombinasi atas 

kurangnya aturan mendorong rendahnya kualitas berita dan cepatnya berita palsu 

menyebar.  

Hal itu termasuk rekayasa informasi seputar isu pandemi COVID-19, yang 

oleh UNESCO diistilahkan dengan disinfodemic. Varian hoaks terkait COVID-19 

pun bermacam-macam mulai dari hoaks status zonasi COVID-19 di daerah, gejala 

COVID-19, hingga tentang vaksin COVID-19. Hingga bulan Agustus 2020, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) 

mencatat sebanyak 1.028 hoaks yang tersebar di media sosial terkait COVID-19. 
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Jumlah itu semakin meningkat hingga bulan Oktober 2020, Kemkominfo telah 

menemukan 1.197 isu hoaks terkait COVID-19 yang beredar di media sosial. Pada 

rilis laporan isu hoaks COVID-19 tanggal 26 Januari 2021, jumlah hoaks terkait 

COVID-19 mencapai 1.387 hoaks (Ditjen Aptika, 2021). Hoaks terkait Pandemi 

COVID-19 tidak hanya menghambat penanganan kesehatan, namun juga sangat 

berpotensi menimbulkan gejolak dan instabilitas suatu negara. 

Upaya penanganan hoaks terkait COVID-19 telah dilakukan di beberapa 

negara mulai dari pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil. Misalnya, upaya 

diseminasi informasi positif terkait COVID-19 dilakukan secara volunteer oleh 

kelompok masyarakat sipil pengecek fakta Agência Lupa dan Aos Fatoscounts di 

Brasil yang memanfaatkan media sosial Twitter. Selain itu, UNESCO turut 

menanggulangi penyebaran hoaks terkait COVID-19 antara lain pelatihan dan 

pembekalan kepada jurnalis tentang pengecekan fakta, melakukan kampanye 

daring seperti #ThinkBeforeSharing dan #Don’tGoViral, membuat seri konten, 

baik itu audio maupun video melalui radio dan televisi, dan lain-lain (UNESCO, 

2020). 

Upaya yang dilakukan oleh UNESCO adalah mendorong diseminasi 

informasi berbasis sains (ilmu pengetahuan) seluas-luasnya. Sebagaimana menurut 

Laybats & Tredinnick (2016) bahwa misinformasi dapat ditanggulangi dengan 

upaya-upaya literasi informasi, digital informasi, dan kemampuan berpikir kritis. 

Dalam konteks pandemi COVID-19, definisi informasi positif merujuk pada pesan 

atau informasi berbasis bukti-bukti ilmiah (evidence based information) yang telah 

ditentukan oleh pihak otoritas-otoritas pengetahuan tentang kesehatan. Dalam 

konteks penelitian, diseminasi informasi berbasis bukti ilmiah tersebut dilakukan 

salah satunya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui peran 

kehumasan pemerintah. 

Selama ini, penanganan hoaks dari segi pengumpulan data hoaks di 

Kementerian Kominfo dilakukan oleh tenaga alih daya (outsourcing), yakni Tim 

Artificial Intelligence System (AIS). Hal itu dikarenakan crawling data hoaks 

menggunakan mesin Artificial Intelligence System sehingga dibutuhkan 

keterampilan dan keahlian SDM di bidang teknologi digital yang mampu 
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mengoperasikan mesin atau alat AIS. Sementara itu tingkat keterampilan Pranata 

Humas selaku kehumasan pemerintah (Government Public Relations) untuk 

pengoperasian teknologi AIS masih belum optimal. Dalam proses pengananan 

hoaks, termasuk disinfodemi, Pranata Humas melakukan tugasnya melalui kegiatan 

komunikasi publik.  

Pranata Humas atau Government Public Relations (GPR) memiliki 

perbedaan dari Public Relations secara umum. Menurut Skinner et al., (2013) 

terdapat beberapa fungsi dan teknik yang harus dimiliki PR antara lain fungsi 

sebagai praktisi PR seperti media relations, corporate reputation management, 

publications, branding corporate advertising, dan sponsorship; aktivitas promosi 

(promotional activities) seperti issues and risk management, lobbying, 

networking/social media, research, planning and advising, media placement, dan 

organising; lalu memiliki kemampuan teknis (business knowledge, writing, editing, 

sproduction, speaking, training, dan management). Sedangkan menurut Caywood 

(1997), dalam menjalankan fungsi PR terdapat empat pendekatan strategis 

penyelenggaraan GPR; 1) komunikasi politik; 2) pelayanan informasi; 3) 

membangun dan melindungi citra positif instansi; 4) menghasilkan umpan balik. 

Pemerintah melalui government public relation meskipun tidak dalam tahapan 

memasarkan produk, akan tetapi mempromosikan kebijakan-kebijakan yang sudah 

dan akan dilakukan. 

Namun realitas selama ini, menurut laporan dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kominfo, 

kehumasan pemerintah atau Government Public Relations (GPR) secara 

konvensional memiliki sistem kerja umumnya sesuai dengan jam kerja kantor 

pemerintah. Sedangkan untuk menghadapi tantangan hoaks yang massif saat ini 

dibutuhkan kualifikasi Cyber GPR, yaitu, sistem kerja GPR harus siap bekerja 

selama 24 jam/7 hari dengan sistem shift, melakukan monitoring melalui sistem big 

data, dan menggunakan perangkat teknologi digital. 

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai persoalan dalam hal ini 

penguatan fungsi dan peran Pranata Humas dalam menangkal hoaks, diperlukan 

manajemen strategis dalam sektor pemerintah. Manajemen strategis sumber daya 
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manusia (SHRM) pada sektor lembaga/organisasi publik dipahami sebagai proses 

menyatukan pengambil keputusan dan mengintegrasikan tujuan jangka panjang 

organisasi dengan kebutuhan masyarakat (Lacombe & Tonelli, 2001; Marler & 

Fisher, 2013; Rangka, 2008) dalam (Côrtes and Meneses 2019). Selain kedua 

proses tersebut, Taufiqurokhman (2016:58-59) mengusulkan beberapa solusi untuk 

manajemen strategis sektor pemerintah, yang meliputi, maintaining flexibility; 

bridging competing worlds; wielding influence, not authority; discontinuity, dan 

minimizing. Bahwa dengan menjaga fleksibilitas, proses implementasi manajemen 

strategis diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. 

Sektor publik yang bersifat terbuka memiliki keterikatan dengan berbagai pihak 

atau kelompok kepentingan. Kemampuan politik juga diperlukan dalam manajemen 

strategis pemerintah guna membangun hubungan dan memunculkan nilai positif 

dalam konfrontasi pihak-pihak tertentu. 

Dalam konteks optimalisasi kinerja penanganan hoaks diperlukan sinergi 

antara Tim AIS dan Pranata Humas tidak hanya secara teknis tetapi diperlukan 

langkah manajemen strategis melalui model kerja baru yang mengintegrasikan 

Pranata Humas dengan Tim AIS. Penelitian ini dimaksudkan untuk mewujudkan 

model kerja yang terintegrasi tersebut melalui proses manajemen strategis. Hal 

inilah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Sebagaimana menurut Schuler 

(1992), Strategic Human Resource Management (SHRM) terkait dengan 

penggunaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif untuk 

mencapai kebutuhan strategis organisasi. Terkait SDM, menurut Guest dalam 

(Millmore et al., 2007) organisasi melakukan proses manajemen strategis melalui 

empat prinsip utama, yakni, integrasi kegiatan kerja yang relevan ke dalam strategi 

umum dan kebijakan organisasi; komitmen karyawan yang tinggi terhadap tujuan 

organisasi; kualitas staf yang tinggi dan praktik internal untuk mencapai kualitas 

produk yang tinggi; fleksibilitas struktur organisasi, fungsi karyawan, dan konten 

jabatan agar memungkinkan perusahaan mampu merespons cepat terhadap 

perubahan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan kebutuhan 

organisasi yang strategis diperlukan integrasi, komitmen karyawan, kualitass staf 
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yang tinggi, fleksibilitas struktur organisasi, dan peningkatan fungsi sumber daya 

manusia. Dalam konteks penelitian ini, SHRM dilakukan integrasi antara sumber 

daya manusia Pranata Humas dengan Tim AIS agar tujuan untuk menangkal hoaks 

termasuk disinfodemi menjadi lebih optimal. Permasalahan teknis penanganan 

hoaks yang dilakukan Pranata Humas dan Tim AIS selama ini dilakukan secara 

parsial yang tidak ada keterkaitan secara struktural antara Pranata Humas yang di 

bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), sedangkan Tim 

AIS berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (APTIKA). 

Sehingga, diperlukan adanya model manajemen strategis sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, manajemen strategis sumber daya manusia menjadi kunci 

dalam keberhasilan menangani hoaks COVID-19. Penelitian terkait Pengembangan 

Model Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia Pranata Humas Kementerian 

Komunikasi dan Informatika sangat penting dilakukan untuk meningkatkan sinergi 

antara Pranata Humas dan Tim AIS dalam penanganan hoaks terkait COVID-19. 

Menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan perubahan masyarakat diperlukan 

optimalisasi penanganan hoaks yang lebih terintegrasi. Berkaitan dengan hal 

tersebut, transformasi strategi perlu dilakukan dengan upaya pengembangan model 

manajemen strategis sumber daya manusia Pranata Humas  dalam menangkal hoaks 

COVID-19. 

B.  Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian, fokus penelitian ini 

adalah menganalisis “Pengembangan Model Manajemen Strategis Sumber Daya 

Manusia Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 

Menangkal Hoaks terkait COVID-19”. Ruang lingkup penelitian ini adalah Pranata 

Humas yang terdapat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 

Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena sangat relevan untuk mengkaji 

manajemen strategis Pranata Humas Kominfo dalam menghadapi hoaks terkait 

COVID-19. Aspek kebaruan dalam lokus penelitian ini terletak pada kemunculan 

fenomena hoaks terkait COVID-19 yang massif dan harus dihadapi oleh Pranata 

Humas Kominfo. Mengapa dan bagaimana Pranata Humas Kominfo menjalankan 
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tugas, fungsi dan perannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam skema 

penelitian ini. 

Adapun, terdapat beberapa indikator yang telah dirumuskan untuk menjadi 

dasar kajian pengembangan manajemen strategis Pranata Humas ini, yakni, input: 

rekrutmen dan perencanaan, proses: pengorganisasian dan kepemimpinan, output: 

keluaran langsung dari manajemen strategis SDM kehumasan pemerintah, 

outcome: hasil dari keluaran langsung manajemen strategis SDM kehumasan 

pemerintah, impact: dampak dari manajemen strategis SDM kehumasan 

pemerintah. Dalam merancang pengembangan model manajemen strategis sumber 

daya manusia Pranata Humas dalam menangkal hoaks COVID-19, terdapat 4 

(empat) subfokus dalam penelitian ini, yakni: 

1. Sistem kerja kehumasan pemerintah 

2. Tata kerja dalam penangkalan hoaks di Kemkominfo 

3. Prosedur kerja Pranata Humas dalam penangkalan hoaks di Kemkominfo 

4. Skema kerja Pranata Humas dan Tim AIS di Kementerian Kominfo dalam 

menangkal hoaks terkait COVID-19.  

C. Rumusan Masalah 

Manajemen strategis Pranata Humas Kominfo dalam menangkal hoaks 

terkait COVID-19 tidak hanya cukup dengan membuat kanal untuk mengelola 

informasi positif agar dapat diakses oleh masyarakat luas dengan mudah. Aspek 

manajemen strategis sumber daya manusia kehumasan pemerintah juga perlu 

menjadi titik tekan utama. Sehingga konsep manajemen strategis sumber daya 

manusia kehumasan pemerintah seperti apakah yang tepat untuk menangkal hoaks 

dan berita bohong terkait COVID-19 di Indonesia penting untuk ditinjau lebih jauh. 

Berdasarkan uraian rumusan masalah yaitu bagaimana pengembangan 

model manajemen strategis Pranata Humas dalam menangkal hoaks tentang 

COVID-19 di Kementerian Kominfo, disusun pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem kerja kehumasan di Kementerian Kominfo? 
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2. Bagaimana tata kerja Pranata Humas dalam menangkal hoaks di 

Kementerian Kominfo? 

3. Bagaimana prosedur kerja penanganan hoaks terkait COVID-19 di 

Kementerian Kominfo? 

4. Bagaimana skema kerja Pranata Humas dan Tim AIS di Kementerian 

Kominfo dalam menangkal hoaks terkait COVID-19?  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengembangan Model 

Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia Pranata Humas Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dalam Menangkal Hoaks terkait COVID-19 dengan 

melakukan analisis terhadap 4 (empat) aspek dalam subfokus, yakni; 

1. Menganalisis sistem kerja kehumasan pemerintah yang selama ini 

diterapkan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

2. Menganalisis desain tata kerja yang dilakukan oleh Pranata Humas 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangkal hoaks. 

3. Menganalisis prosedur kerja Pranata Humas Kementerian Kominfo 

dalam menangkal hoaks.  

4. Menganalisis skema kerja Pranata Humas dan Tim AIS di Kementerian 

Kominfo dalam menangkal hoaks terkait COVID-19. 

Adapun kegunaan dari penelitian mengenai manajemen strategis sumber 

daya manusia kehumasan pemerintah Indonesia ini adalah sebagai berikut: 

1. Terhadap Dunia Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

pengembangan basis trans-disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia, 

khususnya di dalam konteks bahasan atas kajian manajemen strategis sumber 

daya manusia kehumasan pemerintah dalam menangkal hoaks atau berita 

bohong terkait COVID-19 di Indonesia, yang dibedah dengan menggunakan 

teori Manajemen Strategis, konsep Government Public Relation, dan konsep 

Hoaks.  
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2. Terhadap Dunia Praksis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen aplikatif bagi Pemerintah 

melalui rekomendasi dan temuan penelitian atas konsep manajemen strategis 

tata kelola Pranata Humas menghadapi hoaks terkait COVID-19. Demikian 

halnya, secara paralel memberikan kontribusi dan menjadi bahan pertimbangan 

bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan 

kebijakan pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas praktik 

kehumasan pemerintah dan penyebaran informasi publik yang tepat dalam 

rangka penanganan pandemi COVID-19. 

E. State of The Art 

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan Sumber Daya Manusia 

kehumasan pemerintah dalam Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Hubungan 

Masyarakat (Pranata Humas) Kominfo yang selama ini dilakukan belum secara 

optimal merespon munculnya manipulasi informasi publik dalam konteks pandemi 

COVID-19. Selama ini, proses penanganan hoaks melibatkan dua entitas yakni 

Pranata Humas Kominfo dan tenaga alih daya (outsourcing) untuk menghadapi 

informasi palsu, yakni Tim Artificial Intellegence System (AIS). Kondisi tersebut 

perlu diperkuat melalui penguatan sumber daya manusia bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Pranata Humas di lingkungan Kementerian Kominfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. 1 Mind Map Vosviewer Sumber: Diolah Peneliti 
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Orisinalitas penelitian mengenai manajemen strategis sumber daya Pranata 

Hubungan Masyarakat (Pranata Humas) Kementerian Komunikasi dan Informatika 

sangat relevan untuk dilakukan dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada 

bidang kajian yang diambil. Umumnya, manajemen strategis sumber daya manusia 

memiliki fokus bidang atau kajian bisnis atau perusahaan. Misalnya, penelitian 

Vardarlıer (2016) berfokus pada aspek manajemen strategi Sumber Daya Manusia 

dalam menanggulangi krisis (khususnya human capital) di bidang bisnis atau 

perusahaan. Vardarlıer (2016) pun tidak secara spesifik membahas krisis informasi 

palsu di tengah pandemi COVID-19. Adapun penelitian Czarnowski & 

Pszczólkowski (2020) terkait Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia 

berupaya menelaah penggunaan sistem kecerdasan buatan untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam sistem manajemen SDM. Penelitian tersebut lebih 

berfokus pada evaluasi dampak dari sistem dan keputusan dari performa kecerdasan 

buatan tersebut. 

Hal tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak 

dilakukan. Penelitian ini hendak mengkaji manajemen strategis sumber daya 

manusia di lingkungan birokrasi. Selanjutnya, peneliti berupaya untuk membangun 

model pengembangan manajemen strategis sumber daya manusia Pranata Humas 

guna menanggulangi penyebaran berita palsu atau hoaks. Penelitian hendak 

melakukan pengmbangan model tata kerja antara Pranata Humas dengan Tim AIS. 

Pranata Humas (kehumasan pemerintah) merupakan bagian dari konsep public 

relations. Tugas yang dimiliki oleh Pranata Humas adalah untuk menyampaikan 

informasi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara efektif kepada 

masyarakat. Penelitian yang hendak dilakukan pun mengambil fokus Pranata 

Humas dalam menanggulangi krisis informasi palsu. 

Jika ditinjau berdasarkan kajian kehumasan pemerintah yang selama ini 

dilakukan, pembahasan terletak pada respons kehumasan pemerintah di tengah 

perkembangan teknologi dan informasi. Menurut penelitian terkait kehumasan 
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pemerintah, respons yang harus dilakukan tersebut termasuk dalam rangka 

menghadapi hoaks. Akan tetapi, pembahasan terkait konsep dan strategi tersebut 

ditinjau dari sudut pandang ilmu komunikasi atau public relations. Selama ini, 

belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap Manajemen Strategis Sumber 

Daya Manusia dalam menangkal hoaks. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 

(peta pemikiran VOSviewers) yang menjelaskan bahwa belum banyak penelitian 

terkait baik dari segi sudut pandang keilmuan (manajemen strategis sumber daya 

manusia) maupun dari fenomena yang tengah berkembang saat ini yakni hoaks. 

Berdasarkan penelusuran kata kunci dan riset sebelumnya dengan 

menggunakan aplikasi VOSviewiers, peta pemikiran (mind map) yang dihasilkan 

belum menunjukkan titik-titik jenuh dalam untuk proyeksi penelitian ini. 

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, kajian terkait Manajemen Strategis 

Sumber Daya Manusia sebagian besar masih berfokus pada sumber daya manusia 

dalam bidang bisnis, perusahaan, ataupun kesehatan. Artinya, manajemen strategis 

dalam pengelolaan Pranata Humas (sebagai bagian dari GPR) dalam 

menanggulangi penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait COVID-19 

merupakan hal baru dalam bidang ini.  

F. Road Map Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 2 Roadmap penelitian didesain untuk kebutuhan penelitian (Sumber: 

diolah peneliti) 
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Berdasarkan roadmap penelitian tersebut di atas, peneliti menemukan 

bahwa kajian manajamen strategis sebelumnya, belum menjawab persoalan tentang 

tata kelola kehumasan pemerintah dalam menanggulangi hoaks. Selain itu, peneliti 

menemukan bahwa Manajemen Strategis Jabatan Fungsional Tertentu Pranata 

Humas dalam tata kelola komunikasi publik belum optimal. Hal itu termasuk 

menghadapi hoaks di tengah pandemi COVID-19. Adapun implikasi dari tidak 

optimalnya komunikasi publik kehumasan pemerintah tersebut yakni distorsi 

informasi publik dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu, penelitian terkait 

manajemen strategis Pranata Humas yang dimaksud akan membedah aktualisasi 

manajemen strategis Pranata Humas menangkal hoaks, sistem manajemen Pranata 

Humas. Model evaluasi Pranata Humas dan strategi pengembangan SDM Pranata 

Humas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangkal 

hoaks terkait COVID-19. 


